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BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian fungsi hukum dalam pengaturan perlindungan terhadap

anak yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut di atas, maka

dapat disimpulkan bahwa:

1)

2)

Saran

1)

Belum ada Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur terkait
perlindungan terhadap anak yang bekerja sesuai yang tercantum di
dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Anak yang
Bekerja.

Belum lengkapnya peraturan  perundang-undangan tentang
perlindungan anak yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur
dapat berdampak terhadap anak yang bekerja, Pemerintah
Daerah/Kabupaten/Kota, pemberi kerja, orang tua, dan masyarakat.
Berdasarkan testimoni hal ini disebabkan karena kurangnya
ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan

prasarana.

Seperti yang diperintahkan di dalam Pasal 15 Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja, Pemerintah melalui dinas

terkait atau SKPD harus segera menjalankan perintah Peraturan



2)

Daerah (Perda) untuk menjabarkan lebih lanjut ke dalam peraturan
yang lebih rendah, seperti Peraturan Gubernur dan Keputusan
Gubernur.

Pemerintah melalui dinas terkait atau SKPD, harus segera melengkapi
peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang
bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar tidak berdampak buruk
terhadap semua pihak yang terkait di dalamnya, dan menyediakan

Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana.
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